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Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna

emonstrasi ma
rang meluas dan rusuh, DPR me-
tikan, pengesahan Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pilkada ba-
n Mah-

tal dilaksanakan dan put
kamah Konstitusi (MK) pun
berlakukan untuk Pllkas
mun, publil justru me w.ml\ Wikt
t DPR vang
1 na sambil
menunggu situasi prt)li'§ mer&d&
Dalam keteran; Wakil Ke-
DPR RI Sufmi Da.\u) A]m
stikan, pada saat pendafta
lon kepala daerah untuk pilkada [nsd.\
27 Agustus 2024, bakal menerapkan
putusan dari MK. "Yang akan berlaku
adalah keputusan JR (judicial re-
view) MK yang mengabulkan gugat-
an Partai Buruh dan Partai (.o!nm

Waspadai Siasat

(Sambungan dari hal. 1kol. 53

sejak Januari 2024, tetapi
e

2 perlahan,

Walaupun begitu, dia me-  tak
ngatakan bahwa RUU Pilka-
da pun berpotensi akan tetap
di bahas setelah tahapan-ta-
hapan Pilkada 2024 selesai
Soalnyn, DPR pun’ mer
bahwa

kata Dasco dalam akun resmi media
X yang diunggah pada Kamis
/8/2024) petang,
RUU Pilkada menuai pro dan kon-
wtra karena dinilai dibahas secara
singkat pada Rabu (21/8 mz‘ﬂ oleh
Badan Legislasi DPR RL Pa a,
pembahasan it dinilai mmu o
ngan  putusan MK pada  Sela
8/2024) tentang syarat penc:
lonan pada pilkada. Rapat Paripurna
PR RI Masa Persidangan I Ta-
023-2024 dengan agen-
han RUU Pilkada
a

1
Keputusan diambil lantaran mmhll
peserta rapat tidak memenuhi kuo-
rum. Jumlah 1a rapat tidak
mencapai kuorum setelah hanya di-
hadiri oleh 86 dari total 575 anggota

sambil menunggu  sit
t

protes mereda
"B

lam nanti pa-

DPR RL

Sufmi Da
tidak akan ada agenda pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pilkada secara diam-diam setelah
batal disahkan dalam rapat paripur-
aimis pagi. Dia mengatakan
dl'ngim aturan tata ter-

lar pada hari Selasa atan Kamis, bo-
ngan demikian, tidak akan ada pe-
ngesahan RUU Pilkada hingga pen-
daft mnminn kepala daeraly dalam
g 024.

el Kavens <uai dengan
mekanisme yang berlaku, apabila
mau ada paripurnalagi. harus meng-
ikuti tahapan-tahapan yang diatur
sesuai dengan tata tertib di DPR," ka

a Dasco saat konferensi pers di
Gedung MPR/DPR/DPD, Jukarta,

i

p:
bes:
bergerak.

al

ipurna, risikonya terlalu
terus
‘lt)lnh ng protes

an

kemarin me
Menurut D

dan ditayangkan langsung di kanal
media sosial DPR. Begitu pula de-
n Legisla

DPR RI yang membahas
2024), pu

dan bisa disaksikan rakal

"Kavena RUU Pilkada belurn di-

sahkan menjadi undang-undang, m

ka yang berlaku adalah hasil putusan
i

wiews yung disjukan olch Paai Bu-
ruh dan P *Kata d

Sufmi be Hmhud RU U Pllkd
da ini tidak ujug-ujug bergulir di
DPR. Pasalnya, proses legislasi terha-
dap RUU tersebut sudah dilakukan

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Kantor Komunikasi Kepresi-
denan/Presidential Commu-
nication Office (PCO) Hasan

nunjukkan bahwa sebagian
b nggota DPR mer
tuju dengan ke putu

ripurna tetap dilakukan jil
para pimpinan partai me-
v, maksa dan mengancam para
n  anggota dewan mereka untuk

akan makin masif terjadi dan
bisa berujung kepada keka-

cau
“Sebials gelbmbang: protes

Baleg, lalu untuk
revisi UU Pilkada sesuai sele-
ra para elite parpol dan pe-
“Ini juga menun-  tetap
keinginan

merintah.
jukkan

paripurna. Se-
bab, menurut informasi yang
beredar, para anggota DPR

rintahkan __oleh

pimpinan partai kealisi kartel
untuk tetap berada di sekitar

proses pilkada atau pentily
perlu disempurnakan.

Segelintir elite

Koordinator Komite Pem

an rapat paripurna DPR me-

tersebut hanya merupakan
keinginan segelintir elite yang ~ tu-
parpol yang tak mau taat dan

patuh mrh.«hp konstitusi,

ir
mewaspadai
menunda

at DPR yang
rapat paripurna

kantor DPR agar bisa sewak-
vaktu diperintahkan de-
ngan paksa untuk mengikuti
paripurna. Makanya tetap
harus dikawal dan diwas-
padai" tuturnya.

Menurut Jeirry, jika DPR
tetap  memaksakan ' rapat

anti agar
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IMerrbaca Koran Digitaldi Era Milenial

Hikdan/Vin|

hari ini atkan bah-
wa rakyat tak mau lagi ditipu
dengan narasi posmn tapi
menipu, yang dimainkan
DPR, elite partai, dan pere-
rintahan Jokowi,” ki

Jeirry mengal

Nasbi menyatakan, pemerin-
tah mengﬂ.ut\ aturan yang
berlaku terkait UU Pilkada.
Apalagi, DPR RI
nyatakan tidak
an RUU Pilkada.
"Pemerintah dalam posisi
yang sama seperti s
nya, yaitu mengikuti aturan
yang berlaku. Selama tidak
ada aturan yang baru, maka
n

sudah me-
pengesah-

dan perbedaan pendapat, ki-
ta mc!th kebesara ase.
bagai sebuah bangss

ujar-

nya.

Pemerintah berharap tidak
ada disinformasi atau fitn

g, bisa memicu kericuhan
n kekerasan. i

p harus menjaga situasi
agar kepentingan
publik dan roda ekonomi ti-
dak terganggu,” kata Ilasan,

Tak kuorum

n terpuruk dan bisa
jung pada ketidakper-
cayaan kepada parlemen dan
pemennta.h “Dan rakyat

g kecewa ka ditipu
selama ini akan melakukan
pembangkangan secara lebih

luas dan mas adi civil di
obedience akan makin melu-
as.” katanya.

Jeirey mengatakan, tindak-
an Baleg DPR sudah cac
prosedur dan cacat substan:
karena dilakukan terbur-bu-
ru, mendadak dan tak meng-
ikuti prosedur yang berlaku.
Langkah Baleg DPR juga ca-
«cat substansial. Soalnya, draf
vang disusun bertentangan
dengan substansi  Putusan
MK No. 60 dan 70.

“Jadi, secara substansial,
ini terhadap

pemberitahuan
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konstitsi. DPR sebagai lem-
baga tinggi negara sudah
taat dan patuh konstitusi,
nya.
Sementara itu,

Kepala

I 4 T
aturan yang berlaku saat ini,”
kata Hasan dalam keterang-
an tertulis di Jakarta, ke-

marin.
Hasan ~_menyampaikan
bahwa apabila sampai tang-

gal 27 Agustus 2024 RUU

Pilkada tidak disahkan, DPR
akan mengikuti aturan ter-
akhir. yaitu putusan Mahka-

mandang proses demokrasi
tampak luar biasa. Seluruh
pemangku kepentingan me-
mainkan peran dalam proses
erdemokrasi. kil
Agung dan Mahkamah Kon-

stitusi menjalankan perannya
di ranah yudikatif. DPR men-
jalankan perannya di wilayah
pembentukan undang-un-
dang, sementara media dan
masyarakat sipil juga men-
jalankan peran sebagai aktor

demokr:
"Di tengah tarik-menarik

PRFM teran pungh,

Tok! KPU Tetopkan DPS Pikada

Kota Bandung

m-s ini Msrupacen hasil da kero
wgus “ermuiakhiron Data Fermiin

'menh) Ketka pencocokan

cian penaitian (cokit) selama

satu buian di 30 kecomaren

voshermmykaniokga

iprgasy
nacihan b e apadenas <o

d Kotg Bandung. Pada pelakscnoan
Pilkade 2024 iri terdapc’ 3.520 TPS,
Jumich in turun dari saat Pemily 2024
yong mencopai 7 474 I15."

Wenti Prihadianti
ik Berttanya diwere primnews id
dan Henya di Radio 107.5 PRFM

A itu, il Ke-
m.n B.\(l.m Iq,nl (Baleg)
DPR RI Achmad Baidowi ti-
dak menampik kuorum rapat
paripurna tidak terpenuhi ka-
rena adany -.pir asi yang di-
terima tor untuk
tidak me: nL.hule apat pari-

purna dengan agenda penge-
sahan RUU Pilkada. Namun,
ia menyebut, aspirasi itu si-
fatya beragam.
Meski tidak menampik
ya aspirasi tersebut, ia
Sicneicnkan Fabin Rapat
Paripurna Pengesahan RUU
Pilkada itu ditunda karena
peserta rapat yang hadir ti-
dak memenuhi kuorum.
"Tidak kuorum itu karena
kan  ditels

n

suruh jangan berangkat, dit

Tefon mawarau:ma sumh

Jangan herangkat

rasi juga, aspirasi Tkag

katany
hi

an, ada pula bebe
anggota l)I’R yang
mengunggah gambar " Peri-
ngatan Darurat”, sebagaima-
na yang ramai diunggah war-
ganet di media sosial.

“Di konstituen dilarang un-
tuk hadir di paripurna, bah-
kan ada anggota DPR yang
ikut pasang-pasang begitu
(Peringatan Daruran), itu kan
aspirasi dari publik,” ucap-

ini

kan dilanjutkan atau

ata Supratman saat
ditemui  di  Gedung
DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Mengenai penundaan Ra-
pat Paripurna RUU Pilkada,
Menkumham kembali mene-
gaskan bahwa pihaknya tidak
bisa berbuat banyak menge-
nai halitu. "Kami tinggal me-
nunggu sikap dari parlemen
terkait usulan inisiatif,” kata
Supratman.

Pengamat politik sekaligus
Direktur Eksekutif Era Politik
Khatidlul Ulum mengatakan,
keputusan DPR RI menunda
Rapat Paripurna Pengesahan
RUU Pilkada hanya benu_]u—
an meredam am:

“ukup berbahay:
sil revisi UU Pilkada disah-

kan. Maka DPR melakukan
manuver untuk menundanya
Lzmalal\an

siaran pers yang diterima An—
tara di Jakarta, kemarin.
Menurut Khafidlul, penun-
daan rapat paripurna sangat
janggal karena sebelumnya
dalam pembahasan RUU

Pilkada, Rabu (21/8/2024),
hampir semua fraksi, kecuali
PDI Perjuangan, setuju se-
hingga pembahasan dibawa
ke rapat paripurna. Meski-
pun demikian, saz mayo-
itas angpota DPR justru t
dak hadir dalam rapat pari-
purna tersebut. Padahal, jika
para fraksi datang seperti
saat pembahasan RUU Pilka-
da sebelumnya, RUU terse-
but berpotensi disahkan se-
bagai undang-undang,
Menurut dia, penundaan
pembahasan bukanlah jaw:
ban akhir dari polemik RU!
Pilkada karena DPR bisa saja

nya mengesahkan RUU Pilkada
Menurut dia, aspirasi un-  menjadi undang-undang ta
tuk tidak melanj RUU  pa publik.

Pilkada ke rapat paripurna
juga seperti yang disampai-
kan massa aksi yang mengge-
lar demonstrasi di Gedung
DPR RI yang sempat dite-
muinya

Di sisi lain, Menteri Hu-
kum dan Iak Asasi Manusia
Supratman Andi Agtas me-
masih
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27271 via apiikasi Tik 1ok
@prfmnews @&

menunggu langkah DPR me-
ngenai keputusan melanjut-
kian Rapat Paripurna Penge-
sahan RUU Pilkada.
[Prinsipnys, pésnarintah s
fatnya f dan menunggu
parlemen,
UU (Pilkada)

"DPR bisa mengesahkan
RUU kapan saja, tidak pan-
dang pagi, siang, sore, ma-
lam, bahkan tengah malam
atan dini hari. Kita masih
Undang- Undang Thu
Kota Nusantara disahkan pa-

tengah malam," kata
Khafidlul.

Oleh karena itu, ia ber-
harap, masyarakat terus me-
mantau dan mengkritisi pro-
1 RUU Pilk
di UU Pilkada agar
tidak terkesan lolos secara di-
am-diam. uhammad
Ashari, Suhirlan Andri-
yanto)nr
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